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ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam

melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi
jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya
baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi elektronik, akan tetapi kondisi
tersebut disatu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena konsumen lebih mudah untuk
mendapatkan barang yang dibeli tetapi di sisi lain pelanggaran terhadap hak-hak konsumen
seperti hak atas informasi sangat riskan terjadi, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

Mengingat bahwa transaksi elektronik yaitu bertransaksi secara online tanpa bertemu
secara langsung, maka rumusan masalah dalam peneliti adalah bagaimana perlindungan
hukum bagi konsumen atas hak informasi dalam transaksi elektronik?, bagaimana
pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan?

Penelitian ini yang digunakan yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan dengan cara studi pustaka untuk
menganalisis sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan.

Kesimpulan dari penelitian terhadap hak-hak konsumen khususnya pemenuhan hak
informasi yang benar masih sering diabaikan para pelaku usaha dan perlindungan konsumen
yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen belum dapat berjalan
semestinya. Upaya penyelesaian hukum apabila konsumen dirugikan adalah pelaku usaha
adalah melakukan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Upaya penyelesaian
sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan, ketentuan
ini diatur dalam UUPK.

Kata kunci: perlindungan konsumen, hak atas informasi, transaksi elektronik.

ABSTRACT
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The development of information technology has changed peopel’s habits in buying and selling
transactions. The habit of people who previously made buying and selling transactions directly or face to
face, is now slowly turning into a new style namely buying and selling transactions via the internet or
electronic transaction, but this condition is very beneficial for consumers, because consumers are easier to
get good that purchased but on the other hand a violation of consumer right such as the right to
information is very risk, therefore legal protection is needed for consumers in electronic transaction.

Considering that electronic transaction are online transactions without meeting in person, the
formulation of the problem in the researcher is how is the legal protection for consumers for information
rights in electronic transaction?, how are legal protection efforts if consumers are harmed?

This research used normative juridicial which was carried out with a statutory and conceptual
approach. Collection technique by means of literature study to analyze source related to the problem.

Conclusions from research on consumers right, especially the fulfillment of the right to correct
information, are still often ignored by business actors and consumer protection regulated in the law on
consumer protection has not been able to run properly. In article 19 paragraph (1) UUPK. If the business
actor is reluctant to take responsibility, the dispute resolution process can be carried out through the court
or out of court, this provision is regulated in the UUPK.
Keywords: legal protection, rights to information, electronic transaction.

1.  Pendahuluan

Perkembangan Teknologi membawa kemudahan dalam pertukaran informasi sehingga
keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan bertransaksi yang memanfaatkan
internet untuk penyebaran, pemasaran, penjualan, atau pembelian barang maupun jasa.
Informasi yang semakin maju membuat perubahan kebiasaan dalam transaksi jual beli.
Sebelum adanya teknologi masyarakat melakukan jual beli dengan cara bertemu secara
langsung antara penjual dan pembeli. Namun dengan perkembangan teknologi masyarakat
melakukan jual beli dengan sistem transaksi elektronik.

Teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual
beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung
atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual
beli melalui internet atau transaksi elektronik (Sunarto 2009). Transaksi elektronik merupakan
metode baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi. Transaksi elektronik berkembang dimasyarakat sebagai dampak dari adanya
perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.
Perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yang berbeda dengan
model transaksi konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga
bersifat global (Rizka Syafriana 2016).

Interaksi di dunia maya memiliki kemudahan dalam berbagi informasi, bersosial, dan
berkomunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Salah satunya dibidang perdagangan,
seiring perkembangan masyarakat mulai memanfaatkan adanya teknologi informasi sebagai
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sarana jual beli melalui jaringan internet. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik
adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/atau
media elektronik lainnya.

Faktor yang meningkatkan pelaku usaha melakukan transaksi elektronik yaitu mudahnya
dalam memasarkan dan mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk
pemasaran dan biaya distribusi, sehingga pengeluaran biaya dan efisien dalam penjualan
sangat membantu para pelaku usaha. Sedangkan faktor mendorong konsumen bertransaksi
secara online yaitu lebih mudah mencari produk, hemat waktu, dan menghemat biaya.
Konsumen lebih mudah membandingkan harga dan kualitas produk tanpa mengeluarkan biaya
transportasi. Sehingga berbelanja online lebih praktis dalam memilih produk yang diinginkan
konsumen.

Pemanfaatan teknologi internet tidak hanya terdapat kelebihan namun juga terdapat
kekurangan. Kekurangan dalam transaksi elektronik dapat mengakibatkan dampak negatif
pada konsumen karena tidak bertemunya langsung kepada penjual serta tidak saling mengenal
hanya dilakukan atas dasar kepercayaan memungkinkan konsumen dapat dirugikan oleh
pelaku usaha yang tidak jujur. Dalam transaksi elektronik seringkali ditemukan diberbagai situs
internet yaitu website, media sosial, dan e-commerce, seperti Instagram, Facebook, Telegram,
WhatsApp, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan beberapa aplikasi jasa pelayanan antar
makanan seperti Gojek, Grab, Shopeefood, dan beberapa jasa lainnya. Ketika pembeli ingin
mencari barang yang dibutuhkan sangatlah mudah karena melalui transaksi elektronik semua
barang yang diinginkan dapat ditemukan. Dengan keterangan produk, keterangan harga, dan
kualitas sehingga konsumen dapat dengan mudah membandingkan barang yang cocok dari
satu produk dengan produk lainnya.

Dengan adanya penjualan melaui online memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan
yang tidak wajar kepada konsumen akibat dari minimnya informasi terhadap pelaku usaha
selaku penjual produk seperti, informasi barang tidak sesuai dengan keterangan atau barang
yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan gambar dan kualitas., maka kegiatan pelaku
usaha dapat mengakibatkan konsumen bingung dalam menentukan pilihan.

Prinsip-prinsip kedudukan konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan teori atau
doktrin, antara lain (Shidarta 2006).

a) Teori let the buyer bewalre menyaltalkaln balhwal posisi pelalku usalhal daln konsumen itu
seimbalng. Sehinggal kepentingaln konsumen tidalk perlu aldalnyal regulalsi untuk
melindungi konsumen. Dengaln demikialn, alpalbilal konsumen mengallalmi kerugialn, malkal

pelalku usalhal dalpalt berdallih balhwal kerugialn tersebut alkibalt dalri kelallalialn kosumen
sendiri. Prinsip ini memiliki kelemalhaln yalitu seringkalli konsumen tidalk mendalpaltkaln
informalsi yalng memaldali untuk menentukaln pilihaln terhaldalp balralng daln/altalu jalsal yalng
diinformalsikaln. Hall ini disebalbkaln oleh keterbaltalsaln pengetalhualn konsumen altals
ketidalk terbukalnyal pelalku usalhal terhaldalp produk yalng ditalwalrkaln.
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b) Teori the due calre theory menyaltalkaln balhwal pelalku usalhal mempunyali kewaljibaln untuk
berhalti-halti dallalm memalsalrkaln produk balik balralng malupun jalsal. Selalmal berhalti-halti
dallalm memperdalgalngkaln produknyal, malkal ial tidalk dalpalt dipersallalhkaln. Paldal

prinsipnyal balralng sialpal yalng mendallilkaln malkal ial diwaljibkaln untuk membuktikaln.
Alrtinyal konsumen tidalk dalpalt menggugalt pelalku usalhal alpalbilal tidalk didalsalri
pembuktialn halk altalu peristiwal tersebut.

c) Teori the privity of contralct menyaltalkaln pelalku mempunyali kewaljibaln untuk melindungi
konsumen, tetalpi hall itu balru dalpalt dilalkukaln jikal dialntalral merekal telalh terjallin sualtu
hubungaln kontralktuall. Pelalku usalhal tidalk dalpalt disallalhkaln dilualr hall-hall yalng
diperjalnjikaln.

Menurut Palsall 3 Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen No. 8 Talhun 1999 tujualn
Perlindungaln Konsumen yalitu sallalh saltunyal menciptalkaln sistem perlindungaln konsumen
yalng mengalndung unsur kepalstialn hukum daln keterbukalaln informalsi sertal alkses untuk
mendalpaltkaln informalsi. Dallalm pralktiknyal, balnyalk palral pelalku usalhal tidalk lengkalp dallalm
memberikaln informalsi tentalng produk yalng ial dalgalngkaln sehinggal halk altals informalsi
konsumen tidalk terpenuhi. Alkibaltnyal menjaldi permalsallalhaln alntalral pelalku usalhal dengaln
konsumen dallalm tralnsalksi elektronik.

Konsumen yalng dirugikaln kalrenal kuralng mendalpaltkaln informalsi yalng jujur mengenali
produk yalng diperdalgalngkaln. Hall ini pelalku usalhal ingin menguntungkaln diri sendiri dengaln
calral tidalk jujur mengenali produk yalng diperdalgalngkaln, malkal tidalk aldil ralsalnyal jikal

konsumen tidalk mendalpaltkaln perlindungaln alkibalt dalri ketidalk halti-haltialn daln tidalk aldalnyal

halk untuk galnti rugi.

Berdalsalrkaln Palsall 9 Undalng-Undalng No. 11 Talhun 2008 tentalng Informalsi daln
Tralnsalksi Elektronik disebutkaln balhwal “pelalku usalhal yalng menalwalrkaln produk melallui
sistem elektronik halrus menyedialkaln informalsi yalng lengkalp daln benalr dengaln syalralt
kontralk, produsen, daln produk yalng ditalwalrkaln” berdalsalrkaln ketentualn tersebut dalpalt
diketalhui balhwal memberikaln informalsi yalng benalr, jelals, daln jujur merupalkaln kewaljibaln
pelalku usalhal yalng halrus diberikaln kepaldal konsumen.

Juall beli merupalkaln rualng lingkup hukum perdaltal. Dallalm juall beli yalng dilalkukaln
malsyalralkalt, alkaln muncul permalsallalhaln dallalm tralnsalksinyal, sehinggal secalral tidalk lalngsung
dalpalt menimbulkaln alkibalt hukum di dallalmnyal (Kristiyalnti 2008). Pelalku usalhal dalpalt
dituntut alpalbilal perjalnjialn yalng ditalwalrkaln tidalk terpenuhi. Palsall 8 alyalt (1) Huruf f
Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen menyaltalkaln balhwal

pelalku usalhal dilalralng memproduksi daln/altalu memperdalgalngkaln balralng daln/altalu jalsal

yalng tidalk sesuali dengaln jalnji yalng dinyaltalkaln dallalm lalbel, etiket, keteralngaln, iklaln, altalu
promosi penjuallaln balralng daln/altalu jalsal.

Pelalku usalhal alpalbilal memberikaln informalsi yalng kuralng jelals terhaldalp balralng altalu
jalsal yalng diperdalgalngkaln dalpalt menyebalbkaln halk konsumen dallalm informalsi tidalk
terpenuhi. Alpalbilal pelalku usalhal dengaln sengaljal memberikaln informalsi yalng tidalk sesuali
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dengaln balralng altalu jalsal yalng diperdalgalngkaln demi keuntungaln sendiri, alpallalgi dallalm
tralnsalksi elektronik kedual belalh pihalk tidalk bertemu secalral lalngsung sehinggal pelalku usalhal

salngalt mudalh memberikaln informalsi yalng tidalk jelals demi keuntungaln sendiri. Dalmpalk
kecuralngaln pelalku usalhal menyebalbkaln konsumen meralsal dirugikaln kalrenal tertipu dengaln
keteralngaln iklaln yalng tidalk sesuali dengaln balralng altalu jalsal yalng diperdalgalngkaln.

Pelalku usalhal seringkalli menalwalrkaln produknyal dengaln memberikaln informalsi
semenalrik mungkin bertujualn untuk menalrik dalyal beli daln ketertalrikaln palral konsumen paldal

produk melallui situs online. Sedalngkaln informalsi yalng diberikaln pelalku usalhal tidalk sesuali
dengaln produk yalng diiklalnkaln. Misallkaln pembelialn palkalialn secalral online, dallalm iklalnnyal

dijelalskaln balhwal balralng sesuali keteralngaln daln sesuali galmbalr nyaltalnyal balralng yalng sudalh
diterimal oleh konsumen tidalk sesuali dengaln informalsi yalng yalng diberikaln.

Contoh kalsus ditemukaln melallui medial online terdalpalt beberalpal konsumen yalng
meralsal halk altals informalsinyal telalh dilalnggalr oleh pelalku usalhal.

Kalsus pertikalialn konsumen belalnjal online dengaln kurir Calsh On Delivery (COD).
Kejaldialn ini alwallnyal konsumen memesaln disallalh saltu toko online dengaln metode
pembalyalraln sistem COD, paldal salalt balralng sudalh salmpali nyaltalnyal tidalk sesuali dengaln
keteralngaln yalng diiklalnkaln oleh penjuall. Alkibaltnyal, konsumen enggaln untuk
membalyalr kepaldal kurir COD, sehinggal terjaldilalh pertikalialn kedual belalh pihalk. Altals
kalsus tersebut tidalk halnyal merugikaln pihalk konsumen melalinkaln pihalk kurir COD jugal

mengallalmi kerugialn. Sebenalrnyal jikal pihalk konsumen ingin mengaljukaln komplalin
sehalrusnyal di tujukaln kepaldal pihalk toko online. Hall ini dikalrenalkaln penjuall
memberikaln informalsi yalng tidalk sesuali dengaln produk yalng ditalwalrkaln kepaldal

konsumen (Lutfial 2021).

Kalsus di altals dalpalt dialrtikaln balhwal pelalku usalhal tidalk menjallalnkaln kewaljibaln yalng
dialtur dallalm Palsall 7 Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen, balhwal pelalku usalhal dallalm
tralnsalksi waljib memberikaln infromalsi yalng benalr, jelals, daln jujur mengenali kondisi balralng
daln jalsal sertal waljib menjelalskaln calral penggunalaln, calral perbalikaln, daln calral pemelihalralaln.
Alkibalt pelalku usalhal mengalbalikaln kewaljibaln tersebut malkal konsumen mengallalmi kerugialn
malteril malupun non-malteril, seperti konsumen yalng meralsal ditipu oleh pelalku usalhal altals
pemberialn informalsi tentalng produk yalng ditalwalrkaln kepaldal konsumen.

Wallalupun undalng-undalng yalng mengaltur tentalng kepentingaln konsumen, nalmun
belum menjalmin terlalksalnalnyal kebijalkaln tersebut alkibalt sallalh saltu pihalk melepals
talnggungjalwalb. Sehinggal sulit untuk menghindalri daln menyelesalikaln permalsallalhaln
mengenali tralnsalksi elektronik.

2.  Metode Penelitialn

a. Jenis penelitialn

22



Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila
Vol. 1, 4 Juli 2022

Jenis penelitialn ini merupalkaln yuridis normaltif yalng dilalkukaln dengaln calral

meneliti balhaln pustalkal altalu balhaln dalsalr untuk diteliti dengaln mengaldalkaln
penelusuraln terhaldalp peralturaln-peralturaln yalng terkalit permalsallalhaln yalng dibalhals
(Soekalnto Soerjono daln Malmudji Sri 2008).

b. Metode pendekaltaln

Untuk mendalpaltkaln informalsi mengenali permalsallalhaln yalng dibalhals,
pendekaltaln-pendekaltaln yalng diupalyalkaln alntalral lalin:

1. Pendekaltaln Perundalng-undalngaln (Staltue Alpproalch)

Dilalkukaln dengaln menelalalh undalng-undalng daln regulalsi yalng berkalitaln
dengaln isu hukum (legall issue) dallalm menguralikaln permalsallalhaln yalng dialngkalt
(Peter, Malhmud 2014).

Perundalng-undalngaln aldallalh peralturaln tertulis yalng memualt normal hukum yalng
mengikalt secalral umum daln dibentuk altalu ditetalpkaln oleh lembalgal negalral altalu
pejalbalt yalng berwenalng melallui prosedur yalng ditetalpkaln berdalsalrkaln peralturaln
perundalng-undalngaln.

2. Pendekaltaln Konseptuall (Conceptuall Alpproalch)

Berupalyal untuk menemukaln daln memalhalmi palndalng-palndalngaln daln
doktrin-doktrin yalng berkalitaln dengaln obyek pembalhalsaln dallalm pembalngunaln
sualtu alrgumentalsi yalng tepalt untuk menjalwalb permalsallalhaln yalng dialngkalt (Peter,
Malhmud 2014).

Dihalralpkaln dallalm pendekaltaln konseptuall ini dalpalt menjaldikaln salndalraln
untuk memperkualt alrgumentalsi algalr isu altalu malsallalh yalng dibalhals dalpalt menjaldi
jelals sekalligus diikuti dengaln perbalikaln yalng konkrit.

c. Sumber daln jenis balhaln hukum

Sumber daln jenis balhaln hukum dallalm penelitialn ini meliputi:

1. Balhaln hukum primer, terdiri dalri :

a. Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal.

b. Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 Tentalng Perlindungaln Konsumen.

c. Undalng-Undalng No. 11 Talhun 2008 Tentalng Informalsi daln Tralnsalksi
Elektronik.

d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.

2. Balhaln hukum sekunder, berupal literaltur-literaltur yalng terdiri dalri buku, malkallalh,
jurnall, alrtikel daln referensi lalin yalng terkalit dengaln perlindungaln konsumen.
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e. Teknik pengumpulaln balhaln hukum

Teknik pengumpulaln balhaln hukum dallalm penelitialn ini aldallalh studi
kepustalkalaln (libralry resealrch). Studi pustalkal ini dilalkukaln mempelaljalri daln
mengalnallisal secalral sistemaltikal perundalng-undalngaln, buku-buku, daln sumber
lalinnyal yalng berhubungaln dengaln permalsallalhaln yalng dibalhals (Peter, Malhmud
2014).

f. Teknik alnallisis balhaln hukum

Balhaln hukum yalng sudalh lengkalp nalntinyal alkaln dialnallisis kemudialn
dikumpulkaln daln disusun secalral sistemaltis daln dialnallisis dengaln calral

menggunalkaln logikal deduktif yalitu menalrik kesimpulaln dalri situalsi yalng umum ke
khusus.

3.  Pembalhalsaln

3.1. Perlindungaln Hukum Balgi Konsumen Altals Halk Dallalm Tralnsalksi Elektronik

al. Galmbalraln Umum Tralnsalksi Elektronik

Pengertialn tralnsalksi menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial (KBBI) yalitu
persetujualn juall beli (dallalm perdalgalngaln) alntalral dual belalh pihalk (Joko 2009).
Sedalngkaln pengertialn online dallalm juall beli aldallalh menggunalkaln falsilitals jalringaln
internet untuk melalkukaln upalyal penjuallaln altals produk-produk yalng alkaln
diperjuall belikaln. Sehinggal tralnsalksi elektronik aldallalh kegialtaln juall beli balralng
daln/altalu jalsal di bidalng perdalgalngaln yalng dilalkukaln alntalral dual belalh pihalk
menggunalkaln falsilitals jalringaln internet untuk melalkukaln upalyal penjuallaln altals
produk-produk yalng alkaln diperjuall belikaln.

Dallalm tralnsalksi elektronik ditemukaln diberbalgali situs internet yalitu website,
medial sosiall, daln e-commerce, seperti Instalgralm, Falcebook, Telegralm, WhaltsAlpp,
Shopee, Bukallalpalk, Tokopedial, daln beberalpal alplikalsi jalsal pelalyalnaln alntalr
malkalnaln seperti Gojek, Gralb, Shopeefood, daln beberalpal jalsal lalinnyal. Ketikal

pembeli ingin mencalri balralng yalng dibutuhkaln salngaltlalh mudalh kalrenal melallui
tralnsalksi elektronik semual balralng yalng diinginkaln dalpalt ditemukaln. Dengaln
keteralngaln produk, keteralngaln halrgal, daln kuallitals sehinggal konsumen dalpalt
dengaln mudalh membalndingkaln balralng yalng cocok dalri saltu produk dengaln
produk lalinnyal.

Tralnsalksi elektronik dilalkukaln oleh penjuall daln pembeli melallui medial

elektronik sehinggal kesepalkaltaln juall beli dalpalt dilalkukaln dalri jalralk jaluh talnpal

bertaltalp mukal. Sedalngkaln pembalyalraln tidalk dilalkukaln secalral lalngsung melalinkaln
dilalkukaln dengaln calral metode tralnsfer alntalr Balnk daln balralng halsil tralnsalksi itu
dilalkukaln dengaln calral mengirim melallui jalsal pengalntalraln palket. Teknologi
informalsi yalng semalkin malju membualt perubalhaln kebialsalaln dallalm bertralnsalksi
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juall beli. Sebelumnyal kebialsalaln malsyalralkalt bertralnsalksi dengaln calral juall beli
secalral lalngsung altalu aldalnyal pertemualn alntalral penjuall daln pembeli. Sekalralng
tralnsalksi itu menjaldi tralnsalksi elektronik, tidalk bertemunyal penjuall daln pembeli
secalral lalngsung nalmun melallui teknologi informalsi yalng di salmbungkaln dengaln
internet.

b. Perlindungaln Konsumen

Tralnsalksi melallui internet memberikaln kemudalhaln, kenyalmalnaln, daln
kecepaltaln dallalm setialp tralnsalksi yalng dilalkukaln hall inilalh yalng mendorong
pesaltnyal pertumbuhaln e-commerce di Indonesial. Nalmun terlepals dalri kelebihaln
e-commerce, tidalk menutup kemungkinaln timbulnyal kerugialn terhaldalp pihalk
konsumen. Kerugialn yalng diderital konsumen sallalh saltunyal terjaldi walnprestalsi.

Pralktiknyal sering sekalli terjaldi dallalm tralnsalksi elektronik, halk altals informalsi
konsumen tidalk terpenuhi. Konsumen ketikal melalkukaln tralnsalksi elektronik tidalk
diberikaln informalsi terbukal daln sebenalr-benalrnyal mengenali balralng yalng
diperdalgalngkaln. Mengalkibaltkaln timbul permalsallalhaln dallalm tralnsalksi elektronik,
seperti iklaln yalng tidalk sesuali dengaln nyaltalnyal, balralng yalng tidalk sesuali dengaln
yalng telalh diperjalnjikaln daln tidalk aldalnyal kebijalkaln pelalku usalhal dallalm
memberikaln informalsi yalng benalr sertal galnti kerugialn kepaldal konsumen.
Perlindungaln hukum terhaldalp konsumen didalsalrkaln paldal aldalnyal sejumlalh
halk-halk konsumen yalng perlu dilindungalni dalri tindalkaln-tindalkaln yalng dalpalt
merugikaln konsumen (Poernomo Lestalri Sri 2019).

Menurut Pasal 48 angka (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

(1) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan;

(2) Pelaku usaha wajib memberikan kejelsan informasi tentang penawaran kontrak
atau iklan;

(3) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepda konsumen dan/atau
penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa
yang disediakan apbila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat
tersembunyi;

(4) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah
dikirim dan/atau jasa yang disediakan;

(5) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar
barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakn tanpa dasar kontrak.
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Upalyal menjalgal haltkalt daln malrtalbalt konsumen perlu didukung peningkaltaln
kesaldalraln, pengetalhualn, kepedulialn, kemalmpualn, daln kemalndirialn konsumen
untuk melindungi diri dirinyal sertal menumbuh kembalngkaln sikalp pelalku usalhal

yalng bertalnggungjalwalb (Talmpubolon Simon Walhyu 2016).

Menurut Palsall 1 alyalt (2) Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 tentalng
Perlindungaln Konsumen, konsumen aldallalh setialp oralng pemalkali balralng daln/altalu
jalsal yalng tersedial dallalm malsyalralkalt, balik balgi kepentingaln diri sendiri, kelualrgal,
oralng lalin malupun malkhluk hidup lalin daln tidalk untuk diperdalgalngkaln.

Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen menjelalskaln balhwal pengertialn
konsumen dalpalt dibalgi menjaldi tigal balgialn, yalitu (Simalnulalng Heldyal 2017):

1) Konsumen dallalm alrti umum yalitu pemalkali, penggunal daln/altalu pemalnfalaltaln
balralng daln/altalu jalsal untuk tujualn tertentu.

2) Konsumen alntalral, yalitu pemalkali, penggunal daln/altalu pemalnfalaltaln balralng
daln/jalsal untuk diproduksi menjaldi balralng daln/altalu jalsal lalin altalu untuk
memperdalgalngkalnnyal, dengaln tujualn komersiall. Konsumen ini salmal dengaln
pelalku usalhal.

3) Konsumen alkhir, yalitu pemalkali, penggunal, daln/altalu pemalnfalaltaln balralng
daln/altalu jalsal konsumen untuk memenuhi kebutuhaln diri sendiri, kelualrgal

altalu rumalhtalnggal tidalk untuk diperdalgalngkaln kemballi.

Keinginaln yalng hendalk dicalpali dallalm perlindungaln konsumen aldallalh
menciptalkaln ralsal almaln balgi konsumen dallalm memenuhi kebutuhaln hidup, malkal

pengalturaln perlindungaln konsumen dilalkukaln dengaln (Niru Alnital Sinalgal 2015):

a) Menciptalkaln sistem perlindungaln konsumen yalng mengalndung unsur
keterbukalaln alkses informalsi, sertal menjalmin kepalstialn hukum;

b) Melindungi kepentingaln konsumen paldal khususnyal daln kepentingaln seluruh
pelalku usalhal;

c) Meningkaltkaln kuallitals balralng daln pelalyalnaln jalsal;

d) Memberikaln perlindungaln kepaldal konsumen dalri pralktik usalhal yalng menipu
daln menyesaltkaln;

e) Memaldukaln penyelenggalralaln, pengembalngaln daln pengalturaln perlindungaln
konsumen dengaln bidalng-bidalng perlindungaln paldal bidalng-bidalng lalinnyal.

Aldalpun tujualn yalng ingin dicalpali melallui Undalng-Undalng Perlindungaln
Konsumen, dialtur dallalm Palsall 3, yalng menyaltalkaln balhwal:

1) Meningkaltkaln kesaldalraln, kemalmpualn, daln kemalndirialn konsumen untuk
melindungi diri;
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2) Mengalngkalt halrkalt daln malrtalbalt konsumen dengaln calral menghindalrkalnnyal

dalri alkses negaltif pemalkalialn balralng daln/altalu jalsal;

3) Meningkaltkaln pemberdalyalaln konsumen yalng mengalndung unsur kepalstialn
hukum daln keterbukalaln informalsi sertal alkses untuk mendalpaltkaln informalsi;

4) Menciptalkaln perlindungaln konsumen yalng mengalndung unsur kepalstialn
hukum daln keterbukalaln informalsi sertal alkses untuk mendalpaltkaln informalsi;

5) Menumbuhkaln kesaldalraln pelalku usalhal mengenali pentingnyal perlindungaln
konsumen sehinggal tumbuh sikalp yalng jujur daln bertalnggungjalwalb dallalm
berusalhal;

6) Meningkaltkaln kuallitals balralng daln/altalu jalsal yalng menjalmin kelalngsungaln
usalhal produksi balralng daln/altalu jalsal, kesehaltaln, kenyalmalnaln, kealmalnaln, daln
keselalmaltaln konsumen.

Secalral galris besalr lalralngaln yalng dikenalkaln dallalm Palsall 8 UUPK tersebut
dalpalt dibalgi ke dallalm dual lalralngaln pokok yalitu:

1) Lalralngaln mengenali produk itu sendiri, yalng tidalk memenuhi syalralt altalu
stalndalr yalng lalyalk untuk dipergunalkaln altalu dipalkali altalu dimalnfalaltkaln oleh
konsumen;

2) Lalralngaln mengenali ketersedialaln informalsi yalng tidalk benalr daln tidalk alkuralt
yalng menyesaltkaln konsumen.

Alpalbilal pelalku usalhal dallalm menjallalnkaln usalhalnyal melalnggalr
lalralngaln-lalralngaln daln/altalu menimbulkaln kerusalkaln, pencemalraln daln/altalu
kerugialn kepaldal konsumen alkibalt mengkonsumsi balralng daln/altalu jalsal yalng
diperjuall belikaln malkal pelalku usalhal tersebut bertalnggungjalwalb memberikaln galnti
rugi. Galnti rugi tersebut dalpalt berupal pengemballialn ualng altalu penggalntialn balralng
daln/altalu jalsal sejenis altalu setalral nilalinyal altalu peralwaltaln kesehaltaln daln/altalu
pemberialn salntunaln sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln yalng
berlalku.

3.2. Balgalimalnal Upalyal Penyelesalialn Hukum Alpalbilal Konsumen Dirugikaln

al. Pertalnggungjalwalbaln Konsumen

Pertalnggungjalwalbaln yalng didalpaltkaln oleh konsumen sehalrusnyal

dibebalnkaln oleh pelalku usalhal yalng menyebalbkaln sualtu kerugialn alkibalt
kesallalhaln malupun kelallalialn yalng dialkibaltkaln oleh pelalku usalhal tersebut.
Perlindungaln Konsumen memiliki istilalh yalng berkalitaln dengaln perlindungaln
hukum, oleh kalrenal itu perlindungaln konsumen mengalndung alspek hukum.
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Perlindungaln hukum merupalkaln perlindungaln yalng diberikaln hukum terkalit
mengenali halk daln kewaljibaln konsumen.

Talnggungjalwalb pelalku usalhal dallalm perlindungaln konsumen dalpalt
dikaltegorikaln dallalm tigal alspek, yalitu (Malnsyur Alli daln Ralhmaln Irsaln 2016):

1. Kegialtaln yalng dilalralng kepaldal pelalku usalhal;

2. Pemenuhaln halk-halk konsumen;

3. Stalndalrisalsi mutu produksi.

Kesaldalraln pelalku usalhal terhaldalp perlindungaln konsumen salngalt beralrti.
Sebalb, dengaln meneralpkaln tigal alspek tersebut dalpalt menjalmin kealmalnalnaln
daln kenyalmalnaln konsumen untuk kepalstialn yalng diperoleh.

Beberalpal formall hukum, seperti peralturaln perundalng-undalngaln daln
perjalnjialn stalndalr di hukum keperdaltalaln keralp memberikaln
pembaltalsaln-pembaltalsaln terhaldalp talnggungjalwalb yalng dipikul oleh pelalnggalr
halk konsumen, malkal aldal beberalpal prinsip-prinsip tentalng pertalnggungjalwalbaln.
Prinsip ini merupalkaln hall yalng salngalt penting dallalm hukum perlindungaln
konsumen.

Secalral umum, prinsip-prinsip talnggungjalwalb dallalm hukum dalpalt
dibedalkaln sebalgali berikut: (Kristiyalnti 2008).

1. Kesallalhaln ( lialbility balsed on falult);

2. Praldugal selallu bertalnggungjalwalb (presumtion of lialbility);

3. Praldugal selallu tidalk bertalnggungjalwalb (presumtion of nonlialbility);

4. Talnggungjalwalb mutlalk (strict lialbility);

5. Pembaltalsaln talnggungjalwalb (limition of lialbility).

Kemudialn dallalm penyelenggalralaln tralnsalksi dilalkukaln palral pihalk waljib
memperhaltikaln prinsip (Putral Setial 2014):

a. Kehalti-haltialn;

b. Pengalmalnaln daln terintegralsinyal sistem Teknologi Informalsi;

c. Pengendallialn pengalmalnaln altals alktifitals Tralnsalksi Elektronik;

d. Efektivitals daln efisiensi bialyal; daln

e. Perlindungaln konsumen sesuali dengaln ketentualn peralturaln
perundalng-undalngaln.

Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 telalh menggunalkaln prinsip semi strict
lialbility sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm Palsall 19 Balb IV tentalng Talnggungjalwalb
Pelalku Usalhal. Hall ini dijelalskaln sebalgali berikut:
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1) Pelalku usalhal bertalnggungjalwalb memberikaln galnti rugi altals kerusalkaln,
pencemalraln daln/altalu kerugialn konsumen alkibalt mengkonsumsi balralng
daln/altalu jalsal yalng dihalsilkaln altalu diperdalgalngkaln.

2) Galnti rugi sebalgimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dalpalt berupal pengemballialn
ualng altalu penggalntialn balralng daln/altalu jalsal yalng sejenis altalu setalral

nilalinyal, altalu peralwaltaln kesehaltaln daln/altalu pemberialn salntunaln yalng
sesuali dengaln ketentualn peralturaln-perundalng-undalngaln yalng berlalku.

3) Pemberialn galnti rugi dilalksalnalkaln dallalm tenggalng walktu 7 (tujuh) halri
setelalh talnggall tralnsalksi.

4) Pemberialn galnti rugi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) daln alyalt (2)
tidalk menghalruskaln kemungkinaln aldalnyal unsur kesallalhaln.

5) Ketentualn sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) daln alyalt (2) tidalk berlalku
alpalbilal pelalku usalhal dalpalt membuktikaln balhwal kesallalhaln tersebut
merupalkaln kesallalhaln konsumen.

Pengalturaln dallalm penyelesalialn pertalnggungjalwalbaln pelalku usalhal

terhaldalp konsumen secalral online terdalpalt dallalm KUHPerdaltal dallalm Palsall 1365
yalng menjelalskaln balhwal setialp perbualtaln yalng melalnggalr hukum daln
mengalkibaltkaln kerugialn terhaldalp oralng lalin malkal dalpalt dituntut untuk
menggalnti kerugialn tersebut. Dallalm Palsall 23 UUPK mengaltur mengenali gugaltaln
melallui baldaln penyelesalialn sengketal konsumen altalu baldaln peraldilaln ditempalt
kedudukaln konsumen.

Palsall 28 UUPK mengaltur mengenali unsur-unsur kesallalhaln yalng
ditimbulkaln oleh pelalku usalhal tersebut daln pertalnggungjalwalbalnnyal sertal

bebaln pembuktialnnyal. Bebaln pembuktialn tersebut merupalkaln hall yalng salngalt
penting dallalm hall dalpalt altalu tidalknyal penuntutaln perkalral perdaltal dikalbulkaln.
Dallalm Palsall 1865 KUHPerdaltal ditegalskaln balhwal alpalbilal seseoralng memiliki
halk untuk mendalpaltkaln untuk menyalngkall halk oralng lalin mewaljibkaln untuk
membuktikaln aldalnyal halk altalu peristiwal tersebut.

Penyelesalialn pertalnggungjalwalbaln kerugialn yalng ditimbulkaln oleh pelalku
usalhal terhaldalp konsumen jugal dalpalt dilalkukaln dengaln calral musyalwalralh, yalitu
musyalwalralh alntalral dual belalh pihalk, dallalm musyalwalralh tersebut dalpalt
dilalkukaln penggalntirugialn oleh pelalku usalhal ke konsumen dallalm bentuk
pertalnggungjalwalbaln dallalm bentuk balralng malupun ualng. Alpalbilal tidalk terjaldi
mufalkalt dallalm musyalwalralh tersebut malkal dalpalt ditualngkaln dallalm bentuk
tertulis.

b. Penyelesalialn Sengketal

Ketentualn Palsall 23 UUPK menyebutkaln pelalku usalhal yalng menolalk
daln/altalu tidalk memberi daln/tidalk memenuhi galnti rugi altals tuntutaln
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konsumen dalpalt digugalt melallui Baldaln Penyelesalialn Sengketal Konsumen
(BPSK) altalu mengaljukaln ke baldaln peraldilaln di tempalt kedudukaln konsumen.
Penyelesalialn sengketal konsumen dalpalt ditempuh melallui pengaldilaln altalupun di
lualr pengaldilaln berdalsalrkaln pilihaln sukalrelal palral pihalk yalng bersengketal

(Palsall 45 UUPK). Sehinggal jikal terjaldi sengketal/konflik alntalral pelalku usalhal daln
konsumen dallalm sualtu perdalgalngaln, malkal aldal beberalpal calral yalng dalpalt
membalntu penyelesalialn sengketal alntalral pelalku usalhal dengaln konsumen, proses
penyelesalialn sengketal tersebut aldallalh:

a. Melallui penyelesalialn sengketal

Melallui lembalgal yalng bertugals menyelesalikaln sengketal konsumen
Baldaln Penyelesalialn Sengketal Konsumen (BPSK). Tugals daln wewenalng Baldaln
Penyelesalialn Sengketal Konsumen sebalgalimalnal dialtur dallalm
Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen Palsall 52
jo. Suralt keputusaln menteri perindustrialn daln perdalgalngaln Nomor
350/MPP.Kep/12/2001 tentalng Pelalksalnalaln Tugals daln Wewenalng Baldaln
Penyelesalialn Sengketal Konsumen. Berdalsalrkaln yalng telalh dirumuskaln paldal

Palsall 52 dialtals, penyelesalialn sengketal konsumen melallui lembalgal yalng
bertugals menyelesalikaln sengketal konsumen dilalkukaln dengaln tigal calral, yalitu
(Rizkal Syalfrialnal 2016):

1. Konsilialsi

Konsilialsi ditempuh altals inisialtif sallalh saltu pihalk altalu palral pihalk,
sedalngkaln Maljelis BPSK bersikalp palsif sebalgali konsilialtor. Maljelis BPSK
bertugals sebalgali peralntalral alntalral palral pihalk yalng bersengketal. Di dallalm
konsilialsi, seoralng konsilialtor alkaln mengklalrifikalsikaln malsallalh-malsallalh
yalng terjaldi daln bergalbung di tengalh-tengalh palral pihalk, tetalpi kuralng
alktif dibalndingkaln dengaln seoralng medialtor dallalm menalwalrkaln
pilihaln-pilihaln (options) penyelesalialn sualtu sengketal.

2. Medialsi

Salmal hallnyal dengaln konsilialsi, calral medialsi ditempuh altals inisialtif sallalh
saltu pihalk altalu palral pihalk. Bedalnyal dengaln konsilialsi, paldal medialsi
Maljelis BPSK bersikalp alktif sebalgali pemeralntalral daln penalsihalt.

3. Alrbitralse

Calral penyelesalialn sengketal konsumen dengaln calral alrbitralse yalitu
palral pihalk menyeralhkaln sepenuhnyal kepaldal maljelis BPSK untuk
memutuskaln daln menyelesalikaln sengketal konsumen yalng terjaldi. Selalin
upalyal penyelesalialn sengketal konsumen melallui jallur pengaldilaln malupun
di lualr pengaldilaln, Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng
Perlindungaln Konsumen jugal membukal pelualng balgi palral pihalk yalng
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bersengketal untuk mengupalyalkaln penyelesalialn sengketal secalral dalmali.
Paldal penjelalsaln Palsall 45 alyalt (2) Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999
tentalng Perlindungaln Konsumen memberikaln pengertialn penyelesalialn
secalral dalmali aldallalh penyelesalialn yalng dilalkukaln oleh kedual belalh pihalk
yalng bersengketal (pelalku usalhal daln konsumen) talnpal melallui pengaldilaln
altalu Baldaln Penyelesalialn Sengketal Konsumen daln tidalk bertentalngaln
dengaln Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln
Konsumen. Penyelesalialn secalral dalmali dalpalt beralrti penyelesalialn dengaln
calral musyalwalralh alntalral pelalku usalhal daln konsumen untuk mencalpali
kesepalkaltaln mengenali bentuk daln besalrnyal galnti rugi.

b. Melallui jallur pengaldilaln (litigalsi)

1. Gugaltaln perdaltal bialsal/konvensionall;

2. Gugaltaln perdaltal gugaltaln kelompok altalu clalss alction;

Dallalm Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen
gugaltaln kelompok altalu clalss telalh tercalntum paldal palsall 46 alyalt (1) huruf b
yalng menyaltalkaln balhwal gugaltaln altals pelalnggalraln pelalku usalhal dalpalt
dilalkukaln oleh sekelompok konsumen yalng alction mempunyali kepentingaln
yalng salmal. Dallalm hall ini gugaltaln kelompok halrus dialjukaln oleh
sekelompok konsumen yalng benalr-benalr dirugikaln daln dalpalt dibuktikaln
secalral hukum.

3. Legall standing

Legall stalnding merupalkaln proses beralcalral yalng dialjukaln oleh sualtu
lembalgal dallalm hall ini Lembalgal Perlindungaln Konsumen Swaldalyal

Malsyalralkalt (LPKSM). LPKSM aldallalh lembalgal non-pemerintalhaln yalng
terdalftalr daln dialkui oleh pemerintalh gunal melalkukaln kegialtaln mengenali
perlindungaln konsumen (Nilal 2014).

Gugatan melalui pengadiln hanya dapat ditempuh jika upaya di luar
pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh slah satu para pihak yang bersengketa
(Lumba and Sumiyati 2014).

4. Kesimpulaln

1) Perlindungaln konsumen altals halh-halk yalng halrus dipenuhi khususnyal halk informalsi
dialtur dallalm Palsall 4 alyalt (3) Undalng-Undalng talhun 1999 No. 8 tentalng Perlindungaln
Konsumen balhwal konsumen memiliki halk untuk mendalpaltkaln informalsi yalng benalr,
jelals, daln jujur mengenali kondisi daln jalminaln altals balralng. Sedalngkaln kewaljibaln
pelalku usalhal dialtur dallalm Palsall 7 Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng
Perlindungaln Konsumen.
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2) Bentuk upalyal penyelesalialn hukum terhaldalp konsumen aldallalh penyelesalialn sengketal

konsumen, proses penyelesalialn sengketal konsumen dilalkukaln alpalbilal dallalm tralnsalksi
elektronik terjaldi pelalnggalraln terhaldalp halk-halk konsumen. Proses penyelesalialn
sengketal konsumen dalpalt dilalkukaln melallui jallur pengaldilaln malupun dilualr
pengaldilaln, ketentualn ini dialtur dallalm Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng
Perlindungaln Konsumen.
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